BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis menyeluruh terhadap pengategorian perbuatan yang
dilarang di dalam CAT, ditemukan dua kategori. Dengan kata lain, torture and other cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment (penyiksaan dan perlakuan atau
penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia)
terbagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama adalah torture atau penyiksaan.
Sementara itu, kategori yang kedua adalah ill-treatment atau perlakuan buruk yang terbagi
menjadi tiga jenis perbuatan yaitu other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
(perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat
manusia). Pembagian kategori tersebut didapatkan dari hasil analisis pada dua naskah General
Comment CAT yaitu CAT/C/GC/2 dan CAT/C/GC/3.

Hukum cambuk merupakan hukuman yang termasuk ke dalam kategori kedua, yaitu
ill-treatment atau perlakuan buruk dan bukan termasuk ke dalam kategori torture atau
penyiksaan. Hukuman cambuk tidak dapat masuk ke dalam kategori torture atau penyiksaan
karena tidak memenuhi penilaian obyektif terhadap salah satu unsur di dalam Pasal 1 CAT.
Sementara itu, dikatakan hukuman cambuk masuk ke dalam kategori kedua yaitu ill-treatment
atau perlakuan buruk karena salah satu dasar dari dibentuknya CAT adalah Pasal 7 ICCPR.
Di dalam dua General Comment ICCPR yang membahas mengenai Pasal 7 ICCPR, yaitu
General Comment No. 7 - Article 7 (Torture or cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment) [General comment No. 7 has been replaced by general comment No. 20] dan
General Comment No. 20 - Prohibition of torture, or other cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment, Article 7 (Replaces general comment No. 7) mengatur mengenai
larangan terhadap corporal punishment. Dalam menentukan hukuman cambuk masuk ke
dalam jenis mana di dalam kategori ill-treatment atau perlakuan buruk CAT memang tidak
dapat ditentukan berdasarkan definisi karena tidak diberikan definisi konkret baik itu di dalam
CAT sendiri, maupun di dalam hukum pidana Indonesia. Maka, dalam analisisnya dilakukan
analisis secara umum yaitu dengan mengaitkannya pada Pasal 7 ICCPR yang menjadi salah
satu dasar dalam pembentukan CAT sehingga hukuman cambuk selaku corporal punishment
menjadi suatu perbuatan yang masuk ke dalam larangan dari kategori kedua yaitu ill-treatment

atau perlakuan buruk di dalam CAT.
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Maka dari itu, hukuman cambuk merupakan suatu sanksi yang pemberlakuannya
bertentangan dengan UU No. 5/1998 selaku undang-undang yang meratifikasi CAT.
Dikatakan demikian karena larangan terhadap perbuatan kategori kedua di dalam CAT yaitu
ill-treatment atau perlakuan buruk diberlakukan di Indonesia melalui UU No. 5/1998.
Sehingga, hukuman cambuk yang diatur di dalam Qanun Aceh No. 6/2014 selaku peraturan
daerah provinsi tidak sesuai atau bertentangan dengan isi yang diatur di dalam UU No. 5/1998.
Hal tersebut juga mengartikan bahwa penerapan Qanun Aceh No. 6/2014 tidak sesuai atau
bertentangan dengan tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur
melalui Pasal 7 UU No. 12/2011. Dari penjelasan tersebut maka didapatkan bahwa
pemberlakuan Qanun Aceh No. 6/2014 sudah melanggar asas lex superior derogate legi
inferiori, yaitu asas yang memberikan pengertian bahwa peraturan perundang-undangan yang
memiliki derajat lebih rendah menurut hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh
bertentangan dengan yang lebih tinggi.

5.2 Saran

Tidak dapat terlepas dari sejarah yang ada sehingga sampai kepada pemberian
keistimewaan terhadap daerah Provinsi Aceh untuk dapat menerapkan syariat Islam dengan
salah satunya menerapkan hukum cambuk melalui kewenangan yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan yang ada. Hal tersebut sejalan pula dengan pandangan partikularisme
relatif HAM yang memperhatikan kondisi sosio-kultural masyarakat lokal, termasuk salah
satu di dalamnya juga yaitu faktor agama yang diatur melalui Butir 5 Deklarasi Vienna dan
Program Aksi. Selain daripada itu, Butir 5 Deklarasi Vienna dan Program Aksi juga turut
memperbolehkan usaha pemajuan dan perlindungan HAM dengan tetap memperhatikan
kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah dan budaya. Namun,
dengan melihat pada fakta bahwa banyaknya kasus yang membahayakan kesehatan terhukum
sampai dengan kematian yang terjadi diakibatkan dari hukuman cambuk, dirasa dapat menjadi
alasan untuk menghapus hukum cambuk itu sendiri. Hal tersebut juga memperhatikan prinsip
universal (universality) yang hendak menjelasakan bahwa terdapat nilai-nilai moral dan etika
tertentu yang harus diakui dan dijunjung oleh seluruh wilayah, pemerintahan serta kelompok
masyarakat yang ada di seluruh dunia terhadap salah satu hak fundamental terkait dengan
penelitian ini yaitu hak untuk bebas dari penyiksaan, hukuman atau perbuatan keji lainnya;
yang tidak berperikemanusiaan dan merendahkan martabat.

Dari penelitian yang telah dilakukan pula didapatkan bahwa sekalipun di dalam Al-

Qur’an sudah menetapkan suatu perbuatan yang termasuk ke dalam perbuatan jinayah atau
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jarimah dan sanksinya bahkan sampai kepada jumlah penerapan sanksi sebagaimana telah
dijelaskan di dalam BAB Ill untuk penerapannya di dalam Hukum Islam itu sendiri tidak
dapat terlepas dari metode penemuan hukum yang dilakukan oleh Hakim yang terdiri atas
metode interpretasi literal, kausasi (tailili) yang mencakup giyasi dan teleologis serta metode
sinkronisasi. Maka, dengan demikian sebenarnya penerapan pidana cambuk di dalam
pelaksanaan syariat Islam di dalam masyarakat dapat dilihat atau disesuaikan lagi dengan
metode penemuan yang digunakan di dalam Hukum Islam. Ditambah lagi dengan apa yang
sudah dijelaskan pada BAB | terdapat fakta bahwa pelaksanaan hukuman cambuk tersebut
masih dinilai belum optimal sehingga fungsi hukuman cambuk sebagai zawajir belum dapat
terealisasi. Dengan melihat fakta yang demikian, artinya aspek tersebut tidak terpenuhi. Maka,
sebenarnya dapat dikatakan pula bahwa hukuman cambuk bukan merupakan satu-satunya
pidana yang dapat memberikan efek jera kepada masyarakat untuk dapat menekan angka
jinayah atau jarimah yang dimaksud di dalam Qanun Aceh No0.6/2014. Hal tersebut juga
mengindikasikan bahwa hukuman cambuk hanya memberikan hukuman pada pelaku atau
dengan kata lain tidak terpenuhinya aspek preventif menjadi tidak terpenuhinya juga tujuan
dari pemberian hukuman cambuk itu sendiri sebagaimana teori fungsi zawajir. Maka dengan
tidak terpenuhinya aspek-aspek tersebut sebaikan tidak dilanjutkan lagi untuk menerapkan
hukuman cambuk khususnya di Provinsi Aceh. Karena, dalam Hukum Islam apabila suatu
hukuman tidak memberi kemaslahatan, hukuman tersebut boleh dicabut atau tidak dilanjutkan
lagi. Selain daripada itu, dalam hierarki peraturan perundang-undanganpun hukuman cambuk
tersebut sudah tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 7 UU No. 12/2011. Hal tersebut
dikarenakan isi dari Qanun Aceh N0.6/2014 bertentangan dengan isi dari UU No. 5/1998.
Selain daripada itu, dengan terikat kepada ratifikasi khususnya di dalam penelitian ini adalah
CAT melalui UU No. 5/1998, maka negara Indonesia juga tidak bisa abai terhadap ketentuan
yang diatur di dalamnya.
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